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Undang-Undang:

Undang-Undang RI No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. 

UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 25 Tahun 1999 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
UU No.84 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah nomor 118/1500/PUMDA tentang penataan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota
UU No.17  Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

UU No.1   Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah
UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Anggaran)













